BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGNYA
UNTUK RAWAT JALAN UMUM BAGI PENDUDUK KABUPATEN SEMARANG
DILUAR PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAN ASURANSI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum pada prinsipnya
disebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga ) tahun sekali dan peninjauan tarif retribusi
dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian;

b. bahwa seiring dengan adanya kenaikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian yang terjadi saat ini serta
dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan
jejaringnya di Kabupaten Semarang khususnya untuk
pelayanan di Rawat Jalan Umum, maka dipandang perlu
meninjau kembali besaran tarif untuk Rawat Jalan
Umum sebagaimana diatur dalam Lampiran XX
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum,;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalamm huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;




Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan
Daerah Swatantra Tingkat [I Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daecrah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500); %

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
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26.
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30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1029);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 14}; _
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Semarang {Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomeor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan
bembaran Daerahi Kabupaten Semarang Nomor 8);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF

RETRIBUSI = PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGNYA UNTUK
RAWAT JALAN UMUM BAG! PENDUDUK KABUPATEN
SEMARANG DILUAR PESERTA JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAN ASURANSI KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otpnomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19485.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah
Kabupaten Semarang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya
disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi di bidang kesehatan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Reuribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

‘khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan.

sat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang
membidangi Kesehatan dengan jejaringnya yang melaksanakan upaya
kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan,
pengobatan maupun pemulihan kesehatan.

skesmas Pembantu adalah jejaring dari Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan, yang membantu melaksanakan upaya kesehatan kepada
masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun
pemulihan kesehatan, di wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
Puskesmas Keliling adalah bagian dari kegiatan luar gedung Pusat
Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi dengan sarana transportasi,
peralatan kesehatan dan peralatan komunikasi dengan tujuan
me¢ndekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bagi daerah -
daerah yang jauh dari Pusat Kesehatan Masyarakat.
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16.

17.

18.

19.

Pengguna Jasa pada pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau
Badan yang memerlukan atau mendapat pelayanan kesehatan dari
seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan kesehatan di
Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya.

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan fungsional yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan
peningkatan, pencegahan, diagnose, pengobatan dan pemulihan
kesehatannya.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk
keperluan observasi, diagnose, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik
dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang rawat inap.
Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah bahan kimia
atau reagensia, bahan radiologi dan alat kesehatan yang habis pakai
dalam rangka pelayanan kesehatan.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau
keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk
manusia. ;

pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan

Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Pusat Kesehatan
Masyarakat dan jejaringnya dalam pemakaian atau penyediaan atas
komponen biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal.

Tarif Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan
jejaringnya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas
Jasa pelayanan yang diterimanya.

inan Kesehatan Masyarakat adalah bentuk belanja bantuan sosial
untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta
peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah

BAB II
TARIF RETRIBUSI

Pasal 2 ‘

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan
Jejaringnya Untuk Rawat Jalan Umum Bagi Penduduk Kabupaten Semarang
Diluar | Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Asuransi Kesehatan
sebagaimana tercantum dalam  Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. T



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
tanggal /6 - AaF - 2073

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal /¢ - 03 - 20/3

KRETARIS DAERAH
PATEN SEMARANG

S
R AN S
AR ) DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 67




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR é7# TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN
JEJARINGNYA UNTUK RAWAT
JALAN UMUM BAGI PENDUDUK
KABUPATEN SEMARANG DILUAR
PESERTA JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAN ASURANSI
KESEHATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN _
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGNYA
UNTUK RAWAT JALAN UMUM BAGI PENDUDUK KABUPATEN SEMARANG
DILUAR PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAN ASURANS! KESEHATAN

NO. JENIS PELAYANAN TARIF LAMA TARIF BARU
RAWAT JALAN UMUM (Rp.) (Rp.)
1. | Jasa Sarana 1.000,- 1.000,-
2. | Jasa Pelayanan 750,- 7.000,-
3. | Obat dan BHP 1.750,- 1.750,-
BESARNYA TARIF RETRIBUSI 3.500,- 9.750,-




PERATURAN BUPAT! SEMARANG
NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta
menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten
Semarang maka dipandang perlu meninjau kembal
Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Semarang
untuk Alun-alun Sidomuiyo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan perubahan kegiatan
yang diperbolehkan dalam penggunaan Alun-alun Sidomulyo
Kabupaten Semarang:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam buruf a dan bhuruf b, maka perhu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
| Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah
Swatantra Tingkat II Semarang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1938 Nomcr 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomear 47, Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia
Nomor 4286);



6.

10.

11.

12.

13.

i4.

15.

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Takun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik I[ndonesia Nomor
3079j;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang.
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milikk Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);



16.

17.

18.

19

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemeintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan; -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
1);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 13};

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KARUPATEN SEMARANG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten
Semaranlg (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 44)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketenﬁ:uan dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah schingga BAB |
KETENTUAN UMUM Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip - prinsip otonomi seluas —
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah
Kabupaten Semarang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya
disingkat SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang
Pengelolaan Aset Daerah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya
yang sah.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa
pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah
se$ua1 dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

. Taman adalah sebuah areal yang berisikan komponen material keras dan

lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja
direncanakan dan dibuat oieh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat
penyegar di luar ruangan.

Pemakai atau penyewa adalah perorangan, badan dan organisasi yang
mendapatkan ijin berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan dalam BAB V PENGGUNAAN Bagian Kesatu Subyek Paragraf 2
Alun-alun Sidomulyo Kabupaten Semarang Pasal 8, diubah sehingga BAB V
PENGGUNAAN Bagian Kesatu Subyek Paragraf 2 Alun-alun Sidomulyo
Kabupaten Semarang Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Lapangan Alun-alun Sidomulyo Kabupaten Semarang hanya dapat digunakan
untul# kepentingan Pemerintah Daerah.



3. Ketentuan dalam BAB V PENGGUNAAN Bagian Kedua Kegiatan Yang
Diperbolehkan, Paragraf 2 Alun-alun Sidomulyo Kabupaten Semarang Pasal
18, diubah sehingga BAB V PENGGUNAAN Bagian Kedua Kegiatan Yang
Diperbolehkan, Paragraf 2 Alun-alun Sidomulyo Kabupaten Semarang Pasal 18

berbunyi sebagai berikut :

Kegiatan yang diperbolehkan dalam penggunean Alun-alun Sidomulyo
Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :
a. upacara kenegaraan; dan

b. kegiatan lain yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pasal Ul
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
v_ada tanggal \0-0g - 201>

a
{

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal /0 - &9 - 2os3

TARIS DAERAH
4PN SEMARANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 6¢




